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MOTTO 

“Do it now or regret later. You only live once, make 

it worth it.” 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia melakukan ekspor bijih nikel di beberapa negara di dunia1, 

seperti China, Jepang, Korea Selatan, Australia dan terutama Negara Uni Eropa. 

Seiring dengan berkembangnya kegiatan pertambangan di Indonesia, banyak 

permasalahan dan tantangan yang tidak mampu di akomodir oleh Undang-Undang 

Nomor 11 tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, seperti 

kewajiban pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha 

Pertambangan Khusus (IUPK) diharuskan meningkatkan nilai tambah sumber 

daya batu bara dalam penambangan, dengan melalui prosesi pengolahan dan 

pemurnian dalam negeri, dan pemanfaatan batu bara.2 Akibatnya, menjadikan 

ekspor terhadap mineral mentah harus dibatasi bahkan dilarang, karena jika 

apabila tidak demikian, maka pengaturan mengenai pengolahan dan pemurnian 

tersebut menjadi tidak ada artinya. 

Larangan ekspor mineral mentah berlaku terhadap penjualan bijih (raw 

material atau ore) ke luar negeri tanpa proses pengolahan dan/atau pemurnian di 

dalam negeri, maka dari itu setiap bijih (raw material atau ore) terlebih dahulu 

harus melalui pemurnian dan pengolahan sampai batasan tertentu yang diatur 

dalam Undang-Undang Mineral dan Batubara Nomor 4 Tahun 2009 LN. 2009/ 

No. 4, barulah dapat di ekspor. Dalam Pasal 170 menyatakan bahwa: “Pemegang 

kontrak karya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 yang sudah berproduksi 

wajib melakukan pemurnian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) 

selambat-lambatnya 5 (lima) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.” 

Pemerintah mendorong pelarangan ekspor bijih nikel melalui berbagai 

kebijakan yang telah dibuat. pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) 

Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pertambangan Mineral dan 

                                                
1 IDX Channel, “Tembus USD38,96 Miliar, Ini 10 Negara Tujuan Ekspor Utama RI”, 

https://www.idxchannel.com/economics/tembus-usd3896-miliar-ini-10-negara-tujuan-ekspor-

utama-ri  
2 Pasal 102 UU Minerba Tahun 2009 

https://www.idxchannel.com/economics/tembus-usd3896-miliar-ini-10-negara-tujuan-ekspor-utama-ri
https://www.idxchannel.com/economics/tembus-usd3896-miliar-ini-10-negara-tujuan-ekspor-utama-ri
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Batu Bara3, serta ditetapkan Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 1 Tahun 

20144 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan 

dan Pemurnian Mineral di Dalam Negeri.  

Setelah itu, pemerintah menerapkan kebijakan percepatan larangan ekspor 

bijih nikel atau nikel dengan kadar kemurnian kurang dari 1,7%5 oleh perusahaan 

pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi. Larangan tersebut 

dituangkan dalam Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 11 Tahun 2019 

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya 

Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan 

Batubara. Peraturan yang ditetapkan pada 28 Agustus 2019 dan berlaku mulai 1 

Januari 2020 itu merupakan perubahan dari aturan sebelumnya yang 

mengamanatkan pelarangan ekspor nikel mulai awal Januari 2022. Berarti, 

pemerintah memajukan larangan ekspor dua tahun lebih cepat.  

Pelarangan ekspor tidak bertujuan menghambat perdagangan, justru 

bertujuan untuk memanfaatkan sumber daya nikel untuk kemakmuran bangsa 

melalui rangkaian pengolahan dalam negeri. Pelarangan ekspor bijih nikel 

bertujuan untuk memenuhi kebutuhan bahan baku smelter yang ada di Indonesia.6 

Sebuah aturan universal terkait perdagangan internasional sangat 

diperlukan, ditengah kebebasan negara-negara melakukan kegiatan ekspor dan 

impor.  World Trade Organization (WTO) merupakan suatu organisasi yang 

mengatur perdagangan internasional yang berdiri berdasarkan serangkaian 

perjanjian-perjanjian yang dinegosiasikan dan disepakati oleh sejumlah besar 

negara di dunia dan diratifikasi melalui parlemen. Tujuan dari disepakatinya 

perjanjian-perjanjian WTO ini adalah untuk membantu produsen barang dan jasa, 

eksportir dan importir dalam melakukan kegiatannya, yakni perdagangan 

internasional (Preamble GATT 1994).7 Organisasi yang terbentuk sejak tahun 

                                                
3 LN. 2014/No. 1 
4 LN 2014/NO 35 
5 Logam yang telah dilakukan pemurnian dalam proses pengolahan dalam smelter akan 

menghasilkan sebuah logam dengan kandungan kemurnian logam tertentu. 1,7% merupakan kadar 

kemurnian bijih nikel. https://publication.petra.ac.id/index.php/teknik-

mesin/article/view/6801/6165  
6 Izzaty dan Suhartono, “Kebijakan Percepatan Larangan Ekspor Ore Nikel dan Upaya 

Hilirisasi Nikel”, Info Singkat Vol. XI, hlm 21. 
7 World Trade Organization, “What is the WTO ?”, 

https://www.wto.org/english/thewto_e/thewt-o_e.htm diakses pada tanggal 29 April 2021 

https://publication.petra.ac.id/index.php/teknik-mesin/article/view/6801/6165
https://publication.petra.ac.id/index.php/teknik-mesin/article/view/6801/6165
https://www.wto.org/english/thewto_e/thewt-o_e.htm
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1995 ini, melindungi serta merangkul kepentingan negara-negara berkembang 

dengan memberikan perlakuan dan preferensi yang berbeda sebagaimana tertuang 

dalam perjanjian General Agreement on Tarrifs and Trade (GATT) 1947 dan 

GATT 1994 yang menyatakan bahwa pada dasarnya negara-negara maju 

mengakui bahwa negara-negara berkembang perlu mendapatkan kesempatan 

untuk meningkatkan perananya dalam perdagangan dunia. Oleh karena itu negara 

maju tidak menuntut adanya resiprositas8 dalam negosiasinya dengan negara-

negara berkembang, dan memberikan prioritas tinggi pada penghapusan hambatan 

perdagangan yang menyangkut kepentingan negara-negara berkembang.9 

Penerapan kebijakan pelarangan ekspor bijih nikel ternyata menimbulkan 

permasalahan dan kecaman oleh beberapa negara karena dinilai kebijakan 

Indonesia melanggar sejumlah ketentuan dalam The General Agreement on 

Tariffs and Trade (GATT), yaitu salah satunya Article I GATT 1994 Tentang 

General Most Favoured Nation Treatment. Uni Eropa, salah satu dari beberapa 

pihak yang merasa dirugikan dari adanya kebijakan ini, mengajukan gugatan 

kepada World Trade Organization (WTO) mengenai kebijakan yang telah 

dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia tersebut.10  

22 November 2019, Uni Eropa resmi mengajukan permintaan konsultasi 

kepada Indonesia ke Badan Penyelesaian Sengketa (Dispute Settlement 

Bodies/DSU) di WTO terkait dengan protes terhadap kebijakan Indonesai 

mengenai berbagai langkah menyangkut bahan baku tertentu yang diperlukan 

untuk produksi baja, serta skema pembebasan bea masuk lintas sektor yang 

tergantung pada penggunaan domestik barang impor. Uni Eropa mengklaim 

bahwasannya:11 

                                                
8 AHA BlogWeb, 2018, Perjanjian Internasional: Pengertian, Fungsi, Tahapan, Asas, 

https://www.ilmudasar.com/2018/02/Perjanjian-Internasional.html, Asas timbal balik atau asas 

resiprositas merupakan salah satu asas yang digunakan dalam sebuah perjanjian internasional yang 

memilliki arti bahwa di dalam sebuah perjanjian internasional suatu tindakan negara terhadap lain 

negara bisa dibalas setimpal 
9 Part IV Trade and Development Article XXXVI-XXXVIII, “The WTO Agreements 

series 2 General Agreement on Tariffs and Trade”, 

https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/agrmntseries2_-gatt_e.pdf,  Page 66-68  
10 Rr. Ariyani Yakti Widyastuti, “Uni Eropa Gugat Indonesia soal Ekspor Nikel, Jokowi: 

Kami Hadapi” 
11 World Trade Organization, DS592: Indonesia — Measures Relating to Raw Materials, 

https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds592_e.htm  

https://www.ilmudasar.com/2018/02/Perjanjian-Internasional.html
https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/agrmntseries2_-gatt_e.pdf
https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds592_e.htm
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a) the measures restricting the exports of certain raw materials, including those 

requiring domestic processing requirements, domestic marketing obligations, 

and export licensing requirements, appear to be inconsistent with Article XI:1 

of the GATT 1994; 

b) the prohibited subsidy scheme appears to be inconsistent with Article 3.1(b) 

of the SCM Agreement; and 

c) the failure to promptly publish the challenged measures appears to be 

inconsistent with Article X:1 of the GATT 1994. 

Salah satu ketentuan yang ada pada GATT adalah mengenai Most 

Favoured Nation. Prinsip non-diskriminasi atau dikenal dengan Most Favoured 

Nation merupakan prinsip dasar dari hukum WTO. Prinsip Most Favoured Nation 

(MFN) merupakan prinsip paling penting dan paling mendasar pada GATT. 

Prinsip ini tercantum pada Pasal I GATT, yang menyatakan bahwasannya semua 

proses perdagangan internasional serta kebijakannnya haruslah dengan atas dasar 

non-diskriminatif. Dengan kata lain, seluruh negara anggota harus mempelakukan 

negara lain ataupun sebuah produk dengan sama terkait pelaksanaan dan 

pembuatan kebijakannya, termasuk aturan mengenai ekspor dan impor serta 

pemberlakuan tarif.12 

Klausula MFN dalam perjanjian antara dua negara biasanya mensyaratkan 

bahwa setiap negara harus memperlakukan pihak lain sama dibandingkan dengan 

pihak ketiga. Sengketa perdagangan ini berkaitan dengan salah satu prinsip utama 

yang ada pada GATT, yaitu prinsip non-diskriminasi atau biasa disebut dengan 

prinsip Most Favoured Nation. Penulis tertarik untuk mengangkat pembahasan 

mengenai sengketa perdagangan bijih nikel antara Indonesia dan Uni Eropa ini 

dikarenakan Indonesia acap kali terkena kasus yang menyangkut prinsip utama 

dalam World Trade Organization yaitu prinsip Most Favoured Nation. Indonesia 

pernah mengalami kasus yang berkaitan dengan prinsip Most Favoured Nation, 

yaitu terkait kasus Mobil Nasional Timor, yang merupakan kasus sengketa 

perdagangan antara Indonesia dan Jepang, dan kasus antara Indonesia dan 

                                                
12 Olivier Long, Law and Its Limitations in the GATT Multilateral Trade System, 

Martinus Nijhoff Publishers, 1987 
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Vietnam, mengenai tindakan pengamanan Indonesia terhadap impor produk canai 

lantaian dari besi atau baja bukan paduan.13 

Penelitian ini akan membahas terkait sengketa perdagangan internasional 

berdasarkan pendapat para sarjana meliputi topik-topik, antara lain hukum 

perdagangan internasional, GATT dan WTO, penyelesaian sengketa dalam WTO, 

serta kasus serupa terkait sengketa perdagangan internasional. Sehubungan 

dengan penelitian di atas, ada beberapa penulis yang telah membahas mengenai 

sengketa perdagangan internasional, antara lain: Ade Maman Suherman14, Revy 

S. M. Korah15, Huala Adolf16, Thor B. Sinaga17, Tesalonika Clara 

Roringpandey18, dsb. Penelitian lebih lanjut mengenai sengketa perdagangan bijih 

nikel juga telah ditulis oleh beberapa penulis, yaitu: Sekar Wiji Rahayu & Fajar 

Sugianto19, Nur Farra Ai'n Hassanah20, Nicholas Pasaribu21, dsb. Salah satu 

                                                
13 Pasal 1 Ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 

130/PMK.010/2017 Tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap Impor 

Produk Canai Lantaian dari Besi atau Baja Bukan Paduan, Produk impor berupa canai lantaian dari 

besi atau baja bukan paduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah produk canai lantaian 

dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm (enam ratus milimeter) atau lebih, disepuh 

atau dilapisi dengan paduan aluminium-seng, mengandung karbon kurang dari 0,6o/o (nol koma 

enam persen) menurut beratnya, dengan ketebalan sampai dengan 0,7 mm (nol koma tujuh 

milimeter) yang termasuk dalam pos tarif ex. 7210.61.11. 
14 Suherman, Ade Maman. "Dispute Settlement Body-WTO Dalam Penyelesaian 

Sengketa Perdagangan Internasional." Jurnal Hukum & Pembangunan 42, no. 1 (2012): 1-28., 

http://www.jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/141  
15 Revy S. M. Korah, Mediasi Merupakan Salah Satu Alternatif Penyelesaian Masalah 

Dalam Sengketa Perdagangan Internasional, Jurnal Hukum UNSRAT, vol. 21, no. 3, 2013, 

https://www.neliti.com/id/publications/872/mediasi-merupakan-salah-satu-alternatif-penyelesaian-

masalah-dalam-sengketa-perd#cite   
16 Adolf, Huala. Hukum perdagangan internasional. PT RajaGrafindo Persada, 2006,  

17 Sinaga, Thor B. "Efektifitas Peran dan Fungsi WTO (World Trade Organization) dalam 

Penyelesaian Sengketa Perdagangan Internasional." Lex et Societatis 2, no. 8 (2014). 

https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/6191  
18 Roringpandey, Tesalonika Clara. "Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa 

Perdagangan Internasional Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang 

Perdagangan." Lex et Societatis 8, no. 1 (2020). 

https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/28578  
19 Rahayu, Sekar Wiji, and Fajar Sugianto. "Implikasi Kebijakan dan Diskriminasi 

Pelarangan Ekspor dan Impor Minyak Kelapa Sawit dan Bijih Nikel Terhadap Perekenomian 

Indonesia. DiH: Jurnal Ilmu Hukum." DiH: Jurnal Ilmu Hukum 16, no. 2 (2020): 224-236. 

https://www.academia.edu/download/63919531/combinepdf20200714-6913-

1mmq7e4.pdf#page=88  
20 Hassanah, Nur Farra Ai’N. "Tinjauan Yuridis Perjanjian Perdagangan Internasional 

Terkait Aturan Pembatasan Dan Larangan Ekspor Oleh World Trade Organization (WTO)(Studi 

Perjanjian Antara Indonesia Dan Uni Eropa)." PhD diss., UMSU, 2021. 

http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/15877  
21 Pasaribu, Nicholas Parsintaan, Syahmin Ak, and Akhmad Idris. "Tinjauan Yuridis 

Sengketa Ekspor Bijih Nikel Indonesia Terhadap Uni Eropa Ditinjau dari Perspektif Hukum 

http://www.jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/141
https://www.neliti.com/id/publications/872/mediasi-merupakan-salah-satu-alternatif-penyelesaian-masalah-dalam-sengketa-perd#cite
https://www.neliti.com/id/publications/872/mediasi-merupakan-salah-satu-alternatif-penyelesaian-masalah-dalam-sengketa-perd#cite
https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/6191
https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/28578
https://www.academia.edu/download/63919531/combinepdf20200714-6913-1mmq7e4.pdf#page=88
https://www.academia.edu/download/63919531/combinepdf20200714-6913-1mmq7e4.pdf#page=88
http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/15877
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penelitian yang meneliti mengenai sengketa perdagangan bijih nikel antara 

Indonesia dan Uni Eropa adalah penelitian yang ditulis oleh Nicholas Pasaribu, 

tetapi kekurangan dari beberapa penelitian di atas adalah belum ada yang 

membuat tulisan mengenai sengketa perdagangan bijih nikel antara Indonesia dan 

Uni Eropa ditinjau melalui penerapan prinsip Most Favoured Nation di dalam 

WTO. 

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka tulisan skripsi ini diberi judul: 

“Penerapan Prinsip Most Favoured Nation dalam WTO: Studi Kasus 

Sengketa Perdagangan Bijih Nikel antara Indonesia dan Uni Eropa". 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan yang akan dikaji di 

dalam penelitian ini adalah: Apakah prinsip most favoured nation dapat 

diimplementasikan dalam kasus sengketa perdagangan bijih nikel antara 

Indonesia dan Uni Eropa? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah di atas maka 

penelitian ini bertujuan sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui apakah urgensi dari prinsip most favoured 

nation dalam World Trade Organization. 

b. Untuk menganalisis implementasi aturan most favoured nation 

terhadap kasus sengketa perdagangan bijih nikel antara Indonesia 

dan Uni Eropa. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Dari tujuan penulisan diatas diharapkan dapat memberikan manfaat kepada 

penulis dan pembaca, antara lain: 

                                                                                                                                 
Perdagangan Internasional." PhD diss., Sriwijaya University, 2020. 

https://repository.unsri.ac.id/34683/  

https://repository.unsri.ac.id/34683/
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a. Secara Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah pengetahuan 

di bidang hukum ekonomi dan perdagangan internasional khususnya 

terkait sengketa yang melibatkan hubungan bilateral antar negara.  

 

b. Secara Praktis 

a. Bagi Pemerintah 

Skripsi ini dapat menjadi bahan hukum bagi pemerintah untuk 

menganalisis dan mengevaluasi peraturan dan kebijakan untuk 

mewujudkan aktivitas perdagangan internasional yang baik. 

b. Bagi Masyarakat 

Skripsi ini dapat membekali dan memberi informasi kepada masyarakat 

dengan memberikan gambaran/uraian dan pemahaman tentang hukum 

perdagangan internasional. 

 

1.5 Ruang Lingkup 

Sesuai dengan judul penelitian, maka ruang lingkup penelitian ini 

adalah pada bidang pengaturan perdagangan internasional, secara khusus 

yaitu hukum perdagangan internasional publik. Penelitian ini hanya 

membahas ketentuan-ketentuan World Trade Organization (WTO), 

General Agreement on Tariffs and Trade (GATT), perjanjian bilateral 

berkaitan dengan perdagangan internasional khususnya aktivitas ekspor 

bijih nikel serta Undang-Undang Republik Indonesia terkait. 

 

1.6 Kerangka Konseptual 

1.6.1. Konsep Sengketa Perdagangan 

Hubungan-hubungan internasional yang diadakan antar negara, negara 

dengan individu, atau negara dengan organisasi internasional tidak 

selamanya terjalin dengan baik, tidak jarang dalam hubungan tersebut 

terjadi suatu sengketa. Sengketa internasional (international dispute) 
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adalah suatu perselisihan antara subjek-subjek hukum Internasional 

mengenai fakta, hukum atau politik dimana tuntutan atau pernyataan satu 

pihak ditolak, dituntut balik atau diingkari oleh pihak lainnya.22 Sengketa 

internasional terjadi apabila perselisihan tersebut melibatkan pemerintah, 

lembaga juristic person (badan hukum) atau individu dalam bagian dunia 

yang berlainan terjadi karena:23 

1) Kesalahpahaman tentang suatu hal; 

2) Salah satu pihak sengaja melanggar hak/kepentingan negara 

lain; 

3) Dua negara berselisih tentang suatu hal; 

4) Pelanggaran hukum/perjanjian internasional. 

 

1.6.2. Konsep Perdagangan Internasional 

Perdagangan internasional mempunyai tesis dasar yang mengatakan 

bahwa setiap negara mempunyai keunggulan komparatif absolut dan 

relatif dalam menghasilkan suatu komoditas dibandingkan negara lain.24 

Berdasarkan keunggulan komparatif tersebut, maka suatu negara akan 

mengekspor komoditas yang mempunyai keunggulan komparatif yang 

lebih tinggi dan mengimpor komoditas yang mempunyai keunggulan 

komparatif yang lebih rendah. Perdagangan antar negara akan membawa 

dunia pada penggunaan sumberdaya langka secara lebih efisien dan setiap 

negara dapat melakukan perdagangan bebas yang menguntungkan dengan 

melakukan spesialisasi produksi sesuai dengan keunggulan komparatif 

yang dimilikinya.25 

                                                
22 Huala Adolf, Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional, Jakarta: Sinar Grafika, 

2004, hlm 1. 
23 Boer Mauna, Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era 

Dinamika Global, II (Banrdung: PT. Alumni, 2005), 193. 
24 Yusmichad Yusdja, “Tinjauan Teori Perdagangan Internasional dan Keunggulan 

Kooperatif”, Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian (2004) hal.126 
25 Ibid. 
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1.6.3. Most Favoured Nation dalam WTO 

Prinsip most favoured nation (MFN) merupakan prinsip paling penting 

dan paling mendasar pada GATT. Prinsip ini tercantum pada Pasal I 

GATT, yang menyatakan bahwasannya semua proses perdagangan 

internasional serta kebijakannnya haruslah dengan atas dasar non-

diskriminatif. Dengan kata lain, seluruh negara anggota harus 

mempelakukan negara lain ataupun sebuah produk dengan sama terkait 

pelaksanaan dan pembuatan kebijakannya, termasuk aturan mengenai 

ekspor dan impor serta pemberlakuan tarif.26 

1.7 Metode Penelitian 

1.7.1. Tipe Penelitian 

Tipe penelitian ini disesuaikan dengan objek ilmu yang diteliti. Maka 

dari itu, dalam penelitian ini penulis menggunakan tipe penelitian hukum 

yuridis normatif. Pada tipe penelitian ini yang diteliti berupa bahan 

pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, 

sekunder dan tersier.27 Penelitian ini berobjekan pada norma yang terdapat 

dalam aturan hukum tertulis maupun tidak tertulis. Pelaksanaan hukum 

normatif secara garis besar meliputi penelitian terhadap asas hukum; 

penelitian terhadap sistematik hukum; penelitian terhadap sinkronisasi 

hukum; penelitian terhadap perbandingan hukum dan penelitian terhadap 

sejarah hukum.28 

 

1.7.2. Sifat Penelitian 

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

deskriptif analitis sesuai dengan masalah dan tujuan dalam penelitian ini. 

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro menyebutkan bahwa: Deskripsi 

analistis adalah menggambarkan peraturan perundang-undangan yang 

                                                
26 Olivier Long, Law and Its Limitations in the GATT Multilateral Trade System, 

Martinus Nijhoff Publishers, 1987, hlm. 101. 
27 Soerjono Soekanto, Penghantar Penelitian, UI Press: Jakarta, 2008, hal. 2. 
28 Sekretariat Jenderal DPR RI, Modul Perancangan Undang-Undang, Jakarta, 2008, hlm 
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berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dari praktik pelaksanaan 

hukum positif yang menyangkut permasalahan dalam penelitian ini.29 

1.7.3. Pendekatan Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa pendekatan 

penelitian antara lain: 

a. Pendekatan Undang-Undang (Statute Approach) 

Pendekatan Undang-Undang dilakukan dengan menelaah dan 

mempelajari semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan-

ketentuan berupa konvensikonvensi internasional yang berkaitan 

dengan isu hukum yang sedang diteliti.30 

b. Pendekatan Historis (Historical Approach) 

Pendekatan historis dilakukan dengan menelaah latar belakang apa 

yang dipelajari dan perkembangan isu hukum yang dihadapi. 

Penelitian ini dalam rangka pelacakan sejarah lembaga hukum dari 

waktu ke waktu.31 

c. Pendekatan Komparatif (Comparative Approach) 

Pendekatan komparatif adalah membandingkan dua variabel untuk 

mendapatkan jawaban atau fakta apakah ada perbandingan atau tidak 

dari objek yang sedang diteliti. Penelitian komparatif akan menemukan 

persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan tentang benda, orang, 

prosedur kerja, ide kritik terhadap orang, kelompok terhadap suatu ide, 

atau sebuah prosedur kerja. 

 

1.7.4. Jenis dan Sumber Hukum 

Bahan hukum yang akan digunakan dalam penyusunan skripsi ini ialah 

bahan hukum yang mencakup buku-buku, dokumen-dokumen resmi, dan 

                                                
29 Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Yurimetri, Jakarta, Ghalia 

Indonesia, 1999, hlm. 97. 
30 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum: Edisi revisi. Jakarta: Prenada Media, 2011, 

hal. 93-94. 
31 Ibid 
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hasil-hasil penelitian berupa laporan dan sebagainya. Bahan hukum 

tersebut dibagi menjadi tiga, yaitu: 

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai 

kekuatan hukum yang mengikat. Bahan tersebut terdiri dari:32 

a) Charter of the United Nations 1945; 

b) Final Act Embodying The Result Of The Uruguay Round Of 

Multilateral Trade Negotiations; 

c) Marrakesh Agreement Establishing The World Trade 

Organization;  

d) General Agreement On Tariffs And Trade 1994; 

e) Agreement on Subsidies and Countervailing Measures; 

f) Indonesia-European Union Comprehensice Economic Partnership 

Agreement; 

g) Dispute Settlement Understanding. 

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan hukum berupa dokumen-

dokumen resmi, buku-buku hasil penelitian yang berwujud laporan, 

jurnal, dan lainnya.33 

c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan informasi 

tentang bahan hukum primer dan bahan hukum tersier yang berupa 

kamus hukum, bahan seminar, media massa, dan internet.34 

 

1.7.5. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang akan penulis gunakan ialah metode 

penelitian kepustakaan yang diambil dari perpustakaan Fakultas Hukum 

Universitas Sriwijaya, dimana penulis akan memperoleh dan mengelola 

data yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku, dokumen 

resmi, publikasi, dan hasil penelitian.35 

                                                
32 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: PT. Raja Grafindo 

Persada, 2011, hlm 11. 
33 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta:UI Press, 2008, hal. 12. 
34 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan 

Singkat, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hal. 13-14. 
35 Amirudin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT Raja 

Grafindo Persada, 2014, hal. 32. 
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1.7.6. Teknik Analisis Bahan Penelitian 

Teknik analisis bahan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 

ialah menggunakan deskriptif kualitatif, di mana hasil penelitian ini 

dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat yang mudah 

dibaca dan dimengerti untuk diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan 

secara umum yang berdasarkan fakta-fakta spesifik terhadap pokok 

bahasan yang diteliti.36 

 

1.7.7. Teknik Penarikan Kesimpulan 

Data yang diperoleh di analisis dengan menggunakan metode konten 

analisis, dengan menafsirkan isi peraturan perundang-undangan dengan isi 

konvensi, kemudian di tafsirkan dengan cara komparatif (membandingkan 

aturan GATT dengan aturan nasional), dari cara kedua ini kemudian di 

analitis secara kualitatif, deskriptif, analitis. 

                                                
36 Sulistyo Basuki, Metode Penelitian, Jakarta: Wedatama Widya Sastra, 2006, hal. 68. 
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